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PUTUSAN
Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Pbm
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 22 Februari 1997, agama
Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan D3,
tempat kediaman di JL BUKIT LEBAR PERUM
ARDA BUKIT INDAH Blok J-6 RT. 05 RW 06
Kelurahan Karang raja. Kecamatan Prabumulih

Timur XXxx XXXXXxXXxxx, sebagai Pemohon;

melawan

SINDI FAHIRA BINTI AHMAD SULMAN, tempat dan tanggal lahir Prabumulih,
12 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan xxx
XXXXX XXxXXxX, pendidikan D3, tempat kediaman
di J.MEKARSARI NO.107 RT.03 RW.04
kelurahan Majasari. Kecamatan Prabumulih

Selatan, XXxx XXXXXxXXxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 12
November 2021 dengan register perkara Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Pbm,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 21 April 2019 Pemohon telah melangsungkan
pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih timur, XXXX XXXXXXXXXX
sebagaimana dalam Akta Nikah nomor : 0174/034/1V/ 2019 tanggal 22 April
2019;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon
berstatus Perawan

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal di Jalan mekar sari rt 003/ rw 004 Kelurahan Majasari
selama 2 tahun 05 bulan sampai dengan berpisah pada bulan September
2021

4. Bahwa selama menikah tersebut telah berhubungan layaknya suami istri,
dan sudah dikaruniai seorang anak laki- laki yang bernama: Harits bin
Fernanda Ade Pratama berusia satu tahun yang berada dibawah
pengasuhan Termohon di Jalan Mekar sari No. 107 rt 03/ Rw 04 kelurahan
Majasari, Prabumulih selatan.

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan
harmonis, namun sejak bulan maret tahun 2021 rumah tangga Pemohon
dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan:

a) Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah
dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah
berusaha secara maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon;

b) Termohon sering melawan pemohon dan bila diingatkan
termohon minta cerai;

C) Termohon terlalu berani baik dalam ucapan dan perbuatan dan
tidak patuh kepada Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September
tahun 2021 yang disebabkan ucapan kasar dan makian dari termohon
akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang
selama tiga bulan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi. Pihak
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keluarga ssudah berulangkali berusaha mendamaikan dan memberikan
nasehat tapi tidak berhasil.

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa
sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan
berkesimpulan bahwa Termohon adalah isteri yang tidak bertanggung
jawab;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal
19 jo. dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Fernanda ade pratama bin
safek) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Sindi fahira binti
ahmad sulman) di hadapan sidang Pengadilan Agama Prabumulih

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.344/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan
Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon
tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I.  Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 333/UM-PEM/1003/

2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Prabumulih timur,
XXXX XXXXXXXXXX, Nomor 0174/034/1V/ 2019 Tanggal 22 April 2019, bukti
surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P2.

Il. Bukti Saksi

Saksi 1, SAKSI 1, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PRABUMULIH, di bawah

sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan

sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada

awalnya rukun saja, namun sejak bulan Maret tahun 2021 antara

Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus;
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- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon selalu
merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon
juga susah dinasehati;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan antara Pemohon dan
Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3
bulan;
- Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan
Termohon sudah berjalan tidak baik;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk menasehati
Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan
Termohon.
Saksi 2, SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX, bertempat tinggal di Jalan Perum Arda Baru
Blok B No. 03 RT. 003 RW. 007 Kelurahan Karang Raja Kecamatan
Prabumulih Selatan xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan
sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya rukun saja, namun sejak bulan Maret tahun 2021 antara
Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon selalu
merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon
juga susah dinasehati;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan antara Pemohon dan
Termohon;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3

bulan;

- Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan

Termohon sudah berjalan tidak baik;

- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk menasehati

Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan

Termohon.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang
ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka
berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan
Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai
kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon
disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan
tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini

dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);
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Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat
hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai
(vide bukti kode P.2), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk
bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat
(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo
Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar
bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses
mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak
dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon,
yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut dalam
duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari permohonan Pemohon
adalah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran
terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan
sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan Pasal
149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkara
ini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah
Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap
Pemohon tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
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Menimbang, bahwa untuk dikabulkan permohonan cerai dengan alasan
tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor
1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohon
dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah
bercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran
antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada harapan untuk rukun
kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon,
Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon
masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam
persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode
(P.2);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan
akta nikah yang diberi kode (P.2) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim
menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,
telah dinazegelen dan dicocokan sesuai dengan aslinya dalam persidangan
ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah
memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal
1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) terbukti Pemohon
dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada
bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga
tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga
atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon ke
persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah
mencapai usia di atas 15 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi
dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat
dengan Pemohon maupun Termohon, dan saksi-saksi tersebut tidak
mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan
masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-
saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Pemohon di bawah
sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang mereka
telah berpisah, keterangan tersebut saksi-saksi ketahui secara langsung dan
bukan cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi
tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta
mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana
dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat
ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran meskipun sudah pernah diupayakan damai

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.344/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tetap tidak berhasil rukun, ditambah antara Pemohon dan Termohon
sekarang sudah sudah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon
sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan
Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetap tidak berhasil, hal
tersebut merupakan qarinah (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim
bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun
lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil
permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan
untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di
dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk
mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih
sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru
sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah
satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar
Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-
Thalaqg yang menyatakan, "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika
rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat
lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),
dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam
“penjara” yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang
bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon telah memenuhi
ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga
permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada
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Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon dihadapan

sidang Pengadilan Agama Prabumulih;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal
123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini
berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak
berperkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul
dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu
raj'i terhadap Termohon (SINDI FAHIRA BINTI AHMAD SULMAN) di depan
sidang Pengadilan Agama Prabumulih;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp455.000,00 (Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Prabumulih pada hari Senin, 29 November 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Lukmin, S.Ag.,M.E sebagai
Ketua Majelis, Humaidi, S.H. dan Fighan Hakim, S.H.I, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,
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dan didampingi oleh Hafisi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri

oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Humaidi, S.H. Lukmin, S.Ag.,M.E.

Fighan Hakim, S.H.l.
Panitera Pengganti,

Hafisi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses :Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 250.000,00
- PNBP :Rp 30.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan : Rp75.000,00

Jumlah :Rp 455.000,00

(Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
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